BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.
b.
Mengingat : ]
2
3
4

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Keschalan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Alokasi
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasiona! pada
Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun

Anggaran 2019,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat [I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
|14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

10.

11.

12.

13.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Talun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 7ahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);




Menetapkan
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-
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14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaren Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2019.

Alokasi Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan
Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Bolaang
Mongondow ditetapkan sebesar 60% (emam puluh
perseratus).

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran Dukungan
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas
di Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebesar
40% (empat puluh perseratus] dengan rincian sebagai
berikut :

a. Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
sebesar 20% (dua puluh perseratus<); dan

b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan
ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak K’
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